BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan kehidupan pada saat ini membutuhkan sumber daya manusia
yang aktif dengan kualitas yang memadai. Indonesia tidak hanya dikaruniai
dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga jumlah sumber daya
manusia yang banyak. Sumber daya manusia yang melimpah ini diharapkan
menjadi modal pembangunan, bukan sebaliknya. Upaya untuk menjadikan
sumber daya manusia yang melimpah sebagai modal pembangunan adalah melalui
kegiatan pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam proses pembangunan menurut
Djam’an Satori (1999) merupakan salah satu sumber penentu dalam pertumbuhan
ekonomi suatu negara, karena pendidikan dipandang sebagai investasi dalam
pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan,
kecakapan, dan kualitas pribadi yang diyakini sebagai faktor yang mendukung
kadar upaya manusia dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu pendidikan
diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin
maju.

Pemerintah telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam
kebijakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tilaar
(1999: 111) bahwa “ Pendidikan dan pelatihan sebagai proses pengembangan
sumber daya manusia yang akan melaksanakan dan menikmati hasil

pembangunan nasional haruslah sejalan dengan proses untuk mencapai tujuan



pembangunan nasional”. Untuk merealisasikan pembangunan pendidikan tersebut,
Departemen Pendidikan Nasional menetapkan empat strategi pokok yang
meliputi: (1) pemerataan kesempatan pendidikan; (2) relevansi pendidikan; (3)
kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pengelolaan pendidikan.

Struktur tenaga kerja menurut pendidikan di Indonesia pada akhir tahun
1980-an yang dikemukakan oleh Boediono (Meirawan, 1996: 5) menunjukkan
bahwa yang tidak bersekolah sebesar 53 %, berpendidikan dasar 34 %,
berpendidikan menengah 11 %, dan mereka yang berpendidikan universiter 2 %,
padahal menurut Arikunto (1990) hampir di semua negara sekarang ini hanya
sekitar 4,7 % dari pekerjaan di masyarakat yang memerlukan tenaga kurang
terdidik, dan hanya 12,6 % dari pekerjaan yang memerlukan lulusan sarjana. Jadi
lebih dari 62 % dari pekerjaan yang ada menuntut tenaga kerjanya lulusan
pendidikan teknologi dan kejuruan sebagai persyaratan pokok untuk mencari
kerja. Hal ini berarti usaha untuk mengejar peningkatan pembangunan pada era
industri idealnya komposisi tenaga kerja berlatar belakang pendidikan menengah
yang harus dominan. Menurut peneliti jenis pendidikan dan jenjang pendidikan
yang dijadikan prioritas dalam upaya menyiapkan dan memenuhi permintaan
pembukaan lapangan kerja pada era industri adalah jenis pendidikan kejuruan
pada jenjang menengah. Alasannya bahwa pola proporsi tenaga kerja pada negara
yang sedang melakukan industrialisasi lebih mengutamakan tenaga kerja yang
berpendidikan menengah.

Tujuan pembangunan pendidikan pada awalnya belum dikaitkan dengan

dunia kerja. Pendidikan pada waktu itu lebih ditekankan pada pemeliharaan,



pemberian pelatihan, pengajaran akhlak dan kecerdasan. Keterkaitan pendidikan
dengan dunia kerja untuk mengisi berbagai sektor pembangunan akan jelas
terlihat pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi (M. Fakry Gaffar, 1987: 2).
Permasalahan keterkaitan antara pendidikan dan ketenagakerjaan timbul
kemudian pada saat kemajuan semakin meningkat, sehingga diperlukan tenaga-
tenaga terampil untuk pelaksana pembangunan suatu negara.

Pendidikan kejuruan telah merupakan bagian terpadu dari sistem
pendidikan di berbagai negara. Di Indonesia seperti yang disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal
11 Ayat (3) menyatakan bahwa: “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan
yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”.
Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 3 Ayat (2)
menegaskan juga bahwa:” Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan
penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap
profesional”. Suharsimi Arikunto (1990: 6) mengemukakan pendapat yang
sejalan bahwa “ vocational education emphasis on job preparation or
advancement in employment .

Pada kenyataannya penyelenggaraannya kurang berjalan seperti yang
diharapkan. Permasalahan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia
juga merupakan permasalahan umum yang ditemui di negara-negara lainnya. Pada
awal tahun 1988 sebuah perusahaan yang mewakili lembaga VEF (Victorian
Education Foundation) menyatakan bahwa pekerja-pekerja lulusan dari

pendidikan kejuruan memiliki sedikit ide dalam hal kerja dan tidak mengenal



kecenderungan terakhir, serta perkembangan dalam latihan kerja, dan teknologi
mutakhir. Oleh karena itu para lulusannya dinilai kegunaannya sedikit dan kurang
produktif pada pekerjaannya. Kesalahan ini diakibatkan pengajaran akademis
yang kurang baik, yang tidak “menyentuh” terhadap perkembangan terakhir, dan
secara umum gurunya kurang kompeten (Putrianti, 1995: 3). Di Indonesia orang-
orang telah banyak yang menyorot kembali tentang keterkaitan antara pendidikan
dan dunia kerja. Mereka menilai adanya kesenjangan antara kualifikasi lulusan
pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Laporan penelitian Zulkabir (1990)
membuktikan bahwa pihak industri belum cukup puas dengan mutu lulusan
Sekolah Teknologi Menengah (STM), dengan mempertimbangkan faktor sikap
mental sebagai pertimbangan utama, kemudian kemampuan kognisi, dan terakhir
keterampilan motorik dalam bidang keahlian tertentu.

Menurut Danny Meirawan (1996: 14) permasalahan tersebut dapat
dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu (1) permasalahan yang
menyangkut kepada orientasi pendidikan kejuruan, dan (2) permasalahan yang
menyangkut teknis operasional pendidikan. Permasalahan yang menyangkut
kepada orientasi pendidikan kejuruan meliputi sasaran perilaku dan materi
pendidikan yang akan diberikan. Sasaran perilaku dalam pendidikan kejuruan
mengenal manusia yang bagaimana yang diharapkan, sedangkan materi
pendidikan (bahan kajian pelajaran) berkaitan dengan kebiiakan pengembangan
teknologi. Permasalahan kedua yang menyangkut teknis operasional meliputi
beberapa permasalahan yang lebih khusus, seperti: manajemen, kekurangan

tenaga edukatif (jumlah dan kualitas), kesulitan dalam penyusunan bahan yang



akan diberikan, penyediaan fasilitas atau lingkungan belajar, dan permasalahan
metodologi.

Pemecahannya menurut Semiawan (Putrianti, 1995: 3) memerlukan
berbagai upaya untuk mempersempit atau kalau mungkin menghilangkan
kesenjangan ini. Salah satu cara pemecahan yang ada di pendidikan menengah
kejuruan adalah adanya program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau yang
dikenal dengan istilah “dual system”. Program PSG bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan maksud
pelatihan dalam dual system yakni “ ... that they aim to combine training received
in a company with education at a vocational school” (The Federal Minister for
Education and Science, 1992: 6). Program ini secara tidak langsung dapat
mengatasi permasalahan di dalam kurikulum maupun fasilitas belajar.
Djojonegoro (1993: 47) merekomendasikan bahwa:

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebaiknya dilakukan bersama-sama

- antara sekolah dengan dunia usaha. Di sekolah siswa mempelajari pengetahuan
umum dan keterampilan kejuruan dasar dan di dunia usaha siswa mempelajari
keterampilan khusus. Dengan model ini, maka kualitas, efisiensi, dan relevansi
dapat ditingkatkan. Yang perlu ditegaskan adalah aturan main yang jelas
tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak terutama
menyangkut kurikulum, pengajar, fasilitas, manajemen, organisasi,
pembiayaan, dan insentif

Oleh karena itu sudah selayaknya PSG dilaksanakan di sekolah agar

pengembangan sumber daya untuk belajar dapat sesuai dengan sumber daya
yang ada di industri, sehingga PSG dapat mengurangi kecenderungan bahwa isi
program pendidikan terlalu berorientasi pada penguasaan prestasi akademik

serta memberikan peluang yang memadai kepada lulusan yang tidak dapat

melanjutkan pendidikan untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja.



Menurut Tjiptarso (1993) penerapan PSG pada SMK menemui beberapa
hambatan mengingat sistem ini melibatkan banyak pihak yang saling mempunyai
kepentihgan (Wena, 1996: 91). Proses belajar siswa di industri tanggung jawab
pengelolaan sepenuhnya pada pihak industri (instruktur), sedangkan pengelolaan
pengajaran di sekolah sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Sebagai satu kesatuan
pendidikan, pengelolaan praktek di industri dan pengelolaan pengajaran di
sekolah harus saling /ink and match, oleh karena itu antara pihak industri dan
pthak sekolah harus terlibat pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pengajaran (Wena, 1996). Selama ini di Indonesia antara pihak sekolah dengan
dunia industri masih belum dikenal tradisi kerjasama. Tidak adanya kerjasama
antara sekolah dengan dunia industri merupakan salah satu hambatan bagi
penyelenggaraan PSG.

Menurut Chiepe (1997) ada beberapa alasan utama yang mendasari
rekayasa ulang (restructuring dan reengineering) di bidang pendidikan dan
pelatihan (Sudarwan Danim, 1999: 53).

1. Mengembangkan pelatihan agar lebih responsif terhadap perubahan
tuntutan ekonomi.

2. Meningkatkan dan memelihara kualitas pendidikan pada pelbagai
tingkatan.

3. Mempertinggi status dan performansi profesi pengajaran.

4. Menjamin efektivitas manajemen melalui sistem dan memaksimalkan
partisipasi masyarakat dan orang tua.

5. Meningkatkan efektivitas pembiayaan dan memikul tanggung jawab
secara bersama dalam bidang pendidikan dan pelatihan.



Oleh karena itu pengelolaan PSG perlu diperbaiki. Salah satu bagian dari
program PSG adalah program Praktek Kerja Industri (Prakerin). Penelitian ini
mempersoalkan efektivitas pengelolaan Prakerin dalam rangka penyelenggaraan
program Pendidikan Sistem Ganda, yang pada pelaksanaannya memeriukan
pengelolaan yang optimal, sehingga tujuan yang diharapkan dari program PSG
dapat tercapai. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan bahwa “kegagalan
mutu dalam suatu organisasi disebabkan karena kelemahan manajemen “ (M.

Fakry Gaffar, 1994: 3).

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Dalam konteks penyelenggaraan program Prakerin di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), mutu lulusan SMK sangat tergantung pada kemampuan
pengelola di sekolah untuk membawa siswa menjadi tenaga kerja tingkat
menengah seperti yang diharapkan. Upaya mengefektifkan pelaksanaan program
Prakerin di SMK tidaklah mudah. Indikasi kelemahan pengelolaan program
Prakerin menunjukkan gejala antara lain: (1) pemahaman pihak-pihak yang
terlibat terhadap program Prakerin masih kurang; (2) prosedur dan mekanisme
pengelolaan program Prakerin belum sinkron dengan yang ditetapkan; (3)
penetapan standar kompetensi yang diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya
belum ada; (4) proses penentuan tempat praktek belum memperhatikan kesesuaian
dengan jurusan, (5) proses pengawasan oleh guru pembimbing belum optimal; (6)

kecenderungan penilaian yang kurang memperhatikan kemampuan siswa.



terlibat di dalamnya, atau bagaimana sistem, prosedur dan mekanismenya.

Menurut peneliti permasalahan ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi persoalan pokok dalam

penelitian ini adalah sejauh mana Prakerin dalam rangka penyelenggaraan

program Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Bandung telah dikelola

dengan efektif ?.

Masalah ini diperinci lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai

benkut:

1. Bagaimana proses perencanaan program Prakerin di SMK yang dilakukan

selama ini?. Secara operasional masalah ini diperinci menjadi:

a.

Bagaimana visi, misi dan tujuan penyelenggaraan Prakerin di SMK Negeri
1 Bandung ?

Bagaimana perumusan perencanaan Prakerin?

Siapa yang menyusun program kerja Prakerin tersebut?

Apa yang menjadi dasar penetapan guru pembimbing siswa yang akan
mengikuti Prakerin?

Bagaimana kriteria instansi/perusahaan yang ditetapkan sebagai tempat

siswa untuk melaksanakan program Prakerin?

2. Bagaimana pengorganisasian program Prakerin di SMK Negeri 1 Bandung ?

Masalah ini akan diperinci dalam pertanyaan berikut:



Bagaimana struktur  pengorganisasian program  Prakerin yang
dikembangkan SMK Negeri 1 Bandung?

Apakah terlihat jelas batas-batas fungsi dan tanggung jawab setiap unsur
pelaksana program Prakerin tersebut?

Bagaimana kualitas koordinasi yang ditampilkan diantara pihak-pihak

yang terlibat dalam program Prakerin?

. Bagaimana pelaksanaan program Prakerin SMK Negeri 1 Bandung? Masalah

ini diperinci dalam pertanyaan berikut:

a.

b.

d

Bagaimana pelaksanaan program Prakerin?

Bagaimana kegiatan program Prakerin yang dilakukan oleh siswa SMK
Negeri 1 Bandung?

Bagaimana peran serta yang dilakukan oleh guru pembimbing dan
instruktur dalam kegiatan Prakerin?

Apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Prakerin?

. Bagaimana pengawasan dan penilaian program Prakerin di SMK Negeri 1

Bandung? Masalahnya dapat diperinci sebagai berikut:

a.

b.

C.

Siapa yang melakukan pengawasan terhadap program PSG di SMK Negeri
17 Bagaimana cara yang dilakukan oleh pengawas dalam menjalankan
fungsinya?

Bagaimana cara yang dilakukan oleh penilai terhadap kinerja siswa?
Apakah informasi pengawasan dan penilaian dijadikan bahan pembinaan

dan pengembangan program PSG di masa yang akan datang?



C. Kerangka Pengelolaan Prakerin

Kerangka pengelolaan Prakerin dalam penelitian i N
keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan ini sebagai sistem, yang terdiri gafi unsur
masukan, proses, dan hasil. Fungsi-fungsi pengelolaan Prakerin meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. dan pengawasan. Kegiatan
perencanaan meliputi  kegiatan penyusunan standar kompetensi Prakerin,
penyusunan perencanaan Prakerin, dan penyiapan sistem monitoring dan evaluasi.
Kegiatan pengorganisasian meliputi kegiatan penyusunan struktur organisasi,
personal, uraian tugas, mekanisme kerja, dan sistem koordinasi. Selanjutnya
kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan koordinasi antara sekolah, Majelis
Sekolah, dan Institusi Pasangan, serta optimalisasi program, sedangkan
pengawasan dan penilaian meliputi kegiatan pelaksanaan pengawasan dan
penilaian Prakerin.

Kondisi pengelolaan Prakerin yang sebenarnya dapat diketahui melalui
pengumpulan data di lapangan. Data yang dikumpulkan berhubungan dengan
kegiatan pengelolaan Prakerin yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Bandung mulai
dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan
pengawasan sehingga penelitian ini dapat mengetahui “sejauh mana program
Praktek Kerja Industri dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda
di SMK Negeri 1 Bandung telah dikelola secara efektif?”.

Selanjutnya peneliti melakukan analisa SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity, Threat). Analisa ini akan melihat faktor internal berupa kekuatan

dan kelemahan dalam pengelolaan Prakerin dan faktor eksternal berupa peluang
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dan ancaman yang akan dihadapi oleh pengelola Prakerin. Kemudian hasil analisa
tersebut dapat memberikan umpan balik (feed back) kepada masukan dan proses
agar para pengelola melakukan penyempurnaan yang intensif terhadap
permasalahan yang ada. Hasil analisa juga dapat memberikan gambaran tentang
bagaimana pengelolaan Prakerin yang efektif. Pengelolaan Prakerin yang efektif
dapat terlihat dari tercapainya tujuan berupa penguasaan standar kompetensi yang
sesual dengan jurusan/bidang keahliannya schingga pada akhimya dengan
Prakerin yang efektif akan menghasilkan lulusan SMK yang mempunyai
kompetensi/keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Gambar pada halaman berikut menyajikan kerangka pengelolaan Prakerin

seperti yang telah dijelaskan di atas.



Umpan Balik

Pengelolaan Prakerin

I

Perencanaan

¢ Penyusunan visi, misi,
dan standar kompetensi
Prakerin

¢ Penyusunan rencana
Prakerin

Pengorganisasian

e Penyusunan struktur
organisasi, personal,
vraian tugas, mekanisme
kerja, dan sistem
koordinasi.

e Penyiapan sistem
monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan

e Koordinasi antara

sekolah, Majelis Sekolah,
dan Institusi Pasangan
¢ Optimalisasi program
Pengawasan dan penilaian
¢ Pelaksanaan pengawasan
e Penilaian Prakerin

'

Analisa SWOT

:

Prakerin yang efektif
Tercapainya tujuan
(penguasaan standar
kompetensi yang sesuai
dengan jurusan/bidang
keahliannya)

Gambar 1.1

Kerangka Pengelolaan Prakerin
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan
memecahkan persoalan-persoalan di sekitar pengelolaan Praktek Kerja Industri
pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandung.

Secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui,
menghimpun dan menganalisa data tentang Praktek Kerja Industri di SMK Negeri
1 Bandung dengan perincian berikut ini.

1. Perencanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Bandung yang dilakukan selama ini.
2. Pengorganisasian Prakerin di SMK Negeri 1 Bandung.

3. Pelaksanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Bandung.

4. Pengawasan dan penilaian Prakerin di SMK Negeri 1 Bandung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelolaan
Prakenn yang efektif di SMK pada umumnya dan di SMK Negeri 1 Bandung
pada khususnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang keadaan sebenamnya sehingga hal ini akan memberi bahan
masukan bagi pengambil keputusan dalam pengelolaan Prakerin. Hasil penelitian
ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi yang berminat
untuk mengadakan pengkajian lebih lanjut tentang pengelolaan Prakerin dalam

rangka penyelenggaraan program PSG dengan kurikulum SMK edisi 1999.

E. Sistematika Tesis
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Tesis yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Praktek Kerja Industri dalam
rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Sistem Ganda” ini terdiri dari enam
bab.

Bab [ Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan dan pembatasan masalah, kerangka pengelolaan Prakerin, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika tesis.

Selanjutnya Bab II Kajian Pustaka membahas teori-teori yang mendukung
tentang: (1) kedudukan Prakerin dalam administrasi pendidikan dengan uraiannya
mengenai pengertian administrasi pendidikan, administrasi pendidikan sekolah
menengah kejuruan dan kedudukan Prakerin dalam administrasi pendidikan
sekolah menengah kejuruan; (2) konsep pendidikan kejuruan dengan uraiannya
mengenai pengertian pendidikan kejuruan, dan dalil-dalil pendidikan kejuruan; (3)
konsep program Pendidikan Sistem Ganda dengan uraiannya mengenai latar
belakang historis Pendidikan Sistem Ganda, pengertian Pendidikan Sistem Ganda,
dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam Pendidikan Sistem Ganda; (4)
konsep efektivitas dengan uraiannya mengenai pengertian efektivitas dan
efektivitas sebagai salah satu kriteria luntuk mengevaluasi suatu kebijaksanaan;
(5) konsep pengelolaan pelatihan dengan uraiannya mengenai perencanaan
pelatthan, pengorganisasian pelatihan, pelaksanaan pelatihan, pengawasan dan
penilaian pelatihan; (6) Konsep kompetensi dengan uraiannya mengenai
pengertian kompetensi dan komponen kompetensi; dan (7) Hasil-hasil penelitian

terdahulu yang relevan.



Berikutnya Bab III Prosedur Penelitian menggambarkan secara
tentang metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data,
tahap-tahap penelitian, analisa data dan kriteria tingkat kepercayaan hasil
penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian menguraikan tentang hasil penelitian yang
berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta
pengawasan dan penilaian Prakerin di SMK Negeri 1 Bandung,

Bab V Pembahasan membahas teori-teori yang ada dengan hasil penelitian
dan menganalisanya dengan menggunakan analisa SWOT.

Bab VI adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, implikasi, dan
rekomendasi.

Tesis ini menggunakan gambar, dan tabel pada berbagai bagian untuk
memperjelas informasi yang dimaksud. Pada bagian akhir tesis ini juga
mencantumkan daftar pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

memerlukannya.
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